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Perkembangan Kebijakan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan KUMKM 
dan Sektor Rill Periode 1973 s/d 2008 

bergef'ak maJu hi! 
beranjikapert>o• 
mengucurkan da 
ntMKM hlngga 
�un lebih. 

KUMKM te� 
andil serta kontri 
besar - &apangan kerja. M 
Indonesia (BI}, s 
menyerap 79,04 . 
atau 99% dari tot 
yang bekerja. K1 
terhadap total I 
bruto (POB) cukui 
57%. Oengan kc 
oeran KUMKM be 
bangsa menjadl 
Kendati begitu, 
kesempatan y 
pemerintah untul 
KUMKM maslh , 
optimal. Aklbatny; 
KUMKM pun �L 

maksimal. Secara 
persoalan utama 
Jadi pengganjafny, 
a. Masalah m 
problemt), yala 
modal, kualitas 
manusia, pengen 
dan akses pemaSc 
b. Kalaupun SUi 
berhasil melew; 
keuangan dan 
masalahan lanj1 
problem� maslt' 
yaknl pengenala1 
pasar baik do 
ekspor yang san, 
minim. 
c. Permasalahan 
adalah intermedia 
datang dari instar 
perlzinan, perpaja 
hukum. 

T ,ga perm, 
tersebut tentu r 
lesaian tidak he 
pemerintah, tapi 
yang turut mene 
KUMKM. Mereka 
satu padu mendf 
pergerakan KUM 
cepat Tak pertu 

bangsa, terutama pelaku bisnis. 
KUMKM tidak lagi dipandang 
dengan sebelah mata. Atasannya 
sederhana saja. Sejarah keter­ 
purukan ekonoml Indonesia men­ 
cat.at, ketika sebagian besar 
kelompok usaha besar (korporasl) 
kolap dilanda badal krisls mooeter 
(krismon) � awal 1998, KUMKM 
tetap hldup dan bahkan mampu 

Or. Heri Nugraha. SE. MSi! ' :Ci 

pelaku usaha Perbankan yang ada 
dl Indonesia harus membantu 
dalam pemberdayaan KUMKM 
dengan membuka akses kredit 
untuk mendukuno usahanya. 

Sebagalmana klta ketahui ber­ 
sama saat lnl, Koperasl, Usaha 
Mlkro, Kedl, clan Menengah 
(KUMKM) l1105ih mendapot tempal 
tertlngg! di mata seiuruh elemen 

-Abstrak 
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro. Kecil. dnn Menengah merupakan program nasiona! 
yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya 
pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dalam rangka mcmbantu meningkatkan kemampuan 
pengusaha kecil perlu diberikan bantuan keuangan maupun bantuan teknis. Di bidang 
keuqogao, perbankan pada dasamya telah memberikan perhatian yang cukup bcsar dcngan 
menycdiakan berbagai fasilnas kredit kecil, berbagai macam skim kredit telah 
dikembangkan sejak tahun 70 an sampai dengan sekarang, namun proses perbaikan dan 
penyesuaian terhadap skim-skim yang nda tetap diperlukan. 
Namun disadari bahwa pemanfaatan fasilitas kredit perbankan belum dapat dilakukan secara 
optimal oleh sektor usaha tersebut, karena berbagai kendala yang dihadapi baik oleh sektor 

.perbankan maupun pelaku KUMKM. Untuk itu. masih perlu dikembangkan upaya untuk 
meningkatkan akses KUMKM kepada kredit perbankan dengan cara melakukan 
penyempumaan kebijaksanaan Krcdit Usaha Kecil, yang saat ini dikenal dengan skim kredit 
KUMKM, untuk mcmberikan iklim yang kondusif, perlu dikembangkan sistem 
kelcmbagaan perbankan yang sehat agar dapat meningkatkan pelayanannya kepada 
KUMKM, dan perlu pengembangan berbagai program dan proyek unruk mempcrluas 
pembiayaan ke sektor usaha yang strategis dan berdampak luas. Dengan upaya-upaya 
tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kredit KUMKM secara optimal, baik dari 
scgi kuantitas maupun kualitas. 

I, Lata.r.Belakang 
Kebijakan pemerintah dan 

Bank Indonesia yang mengarah 
kepada pemberdayaan KUMKM 
menjadi petunjuk yang jelas bahwa 
KUMKM sebagal baglan dart pelaku 
ekonom! mendapat perhatian ter­ 
sendlrt dari pemerintah. Hal lni 
"""" ol<an menjocl kenyataan 
tldak terh{ndarbn bahwa setiap 
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m KUMKM . 

am nasional 
dari upaya 

kemampuan 
Di bidang 

esar dengnn 
redit telah 
rbaikan dan 

ukan secara 
oleh sekrcr 

ipaya untuk 
melakukan 
skim kredit 

.an sistem 
iya kepada 
nemperluas 
paya-upaya 
I. baik dari 

pelaku bisnls. 
lagi dipandang 
nata. Alasannya 
Sejarah keter­ 
Indonesia men­ 
ebagian besar 
esar (korporasl) 
ti krisls moneter 
�I 1998, KUMKM 
bahkan mampu 

bergerak maju hlngga harl int Tak 
heran Jika perbankan ramai-ramal 
mengucurkan dananya di sektor 
KUMKM htngga mencapai 400 
triliun lebih. 

KUMKM telah memberikan 
andil serta kontribusl yang sangat 
besat terhadap penyedlaan 
lapangan kelja. Menurvt data Bank 
Indonesia (BI), sektor lnl mampu 
menyerap 79,04 juta tenaga kerja 
atau 99% darl total angkatan kerja 
yang bekerja. Kontribusl KUMKM 
terhadap total produk domestik 
bruto {POB} cukup signlfik.an, yaknl 
57%. Dengan koodisi seperti itu, 
peran KUMKM bagi perekonomlan 
bangsa menjadi sangat penting. 
Kenclati begitu, perhatian dan 
kesempatan yang diberikan 
pemerintah untuk pengembangan 
KUMKM masih dirasakan belum 
optimal. Akibatnya, pengembangan 
KUMKM pun sesungguhnya belum 
maksimal. Secara umum, ada tiga 
persoalan utama yang masih men· 
jadi pengganja!nya. 
a. Masalah mendasar (basic 
problemS), yakni keterbatasan 
modal, kualitas sumber daya 
manusia, pengembangan produk, 
dan akses pemasaran. 
b. Ka1aupun suatu KUMKM telah 
berhasil melewati tase akses 
keuangan dan pemasaran, per· 
masalahan lanjutan (�anced 
problems) masih merintanglnya, 
yakni pengenalan dan peneuasi 
pasar baik domestik maupun 
ekspor yang sangat terbatas dan 
minim. 
c. Permasalahan berikutnya 
adalah intermediate problems yang 
datang dari lnstansr terkait, seperti 
perizinan, perpajakan, agunan, dan 
hukum. 

Tiga permasalahan ut.ama 
tersebut tentu menuntut penye· 
lesaian tldak hanya dart plhak 
pemerintah, tapi bert>agal pihak 
yang bJrut menentukan kemajuan 
KUMKM. Mereka selayaknya ber· 
satu padu mendorong terciptanya 
pergerakan KUMKM yang leblh 
a,pot Tak perlu lagl ada saiing 

lempar tanggung jawab. Tak perlu 
lagl sekadar saling himbau atau 
saling menya!ahkan. Terobosan 
baru untuk pengembangan KUMKM 
secara leblh luas dan besar mesti 
segera dilakukan. Misalnya, 
KUMKM yang skala usahanya 
berhasll nalk kelas dlberi peluang 
lebih besar untuk mengembangkan 
usahanya. DI slSI laln, KUMKM yang 
masih berkutat dengan berbagai 
persoalan mendasar atau basic 
problems harus tetap dlberi 
penyuluhan yang efektlf dan akses 
yang luas ke arah kemampuan 
mengatasl beragam problem yano 
dihadapinya. DI sist larn, 
pemerintah makin meriyokong 
dengan kebijakan dan sistem 
birokrasi yang mampu menguatkan 
peran dan daya saing KUMKM. 
Hanya dengan cara seperti itu, 
perkembangan KUMKM bisa tebih 
optimal. 

Peran KUMKM sangat penting 
dan strategls dalam perekonom1an 
naslonal. KUMKM memiliki Jumlah 
44,8 juta unit usaha, yang ber· 
kontribusi secara signifikan dalam 
penyerapan teriaga kerja sebanyak 
77,6 Juta (99,4% total angkatan 
kerja yang bekerja) dan 
sumbangan PDB Nasional 
(54.22%). Populasinya yang ber· 
Jumlah sekitar 51,26 juta unit 
usaha adalah 99 persen dari 
seluruh unit usaha yang ada di 
tanah air. Sedangkan jumlah usaha 
kecil sebesar 450 ribu unit atau 
13% dari jumlah perusahaan, serta 
usaha menengah clan besar 
sebesar 450 ribu unit atau 13% 
dart jumlah perusahaan, serta 
usaha menengah clan besar 
sebesar 200 ribu unit atau 0,6% 
dari jumlah perusahaan. Khusus 
usaha mikro dan kecil, sekitar 
16,35 juta unit merupakan sektor 
informal, serta 17,6 juta unit 
merupakan semi Informal dan 
formal. Selanjutnya, blla diffhat 
secara sektoral untuk usaha mlkro 
dan kecil, sektor pertanfan mem· 
punyal konbibusl terbesar yaitu 
sekitar 19,5 juta unit atau 57%, 

lnclustri besar 2,5 juta: urit ifllu 
7% se<ta perdagangan dan josa 
sebesar 12,45 juta unit ata,u JMr.. 

II. Perkembangan SKIM 
Kredlt KUMKM Perbankan 
(Era OrdeE Baru .$/0 Era 
Kablnet Indonesia Bersatu) 
Sejak awal pembangunan 

naslonal, perbankan telah mem· 
benkan perhatian yang sangat 
besar terhadap pengembangan 
usaha kecll dengan menyediakan 
k.redit yang dapat meriunjang 
pembiayaan usaha kecfl dan 
koperasi melalul berbagai fasilitas 
kredit kecil bersubsidl. Hal inl 
dimulai dengan diperkenalkannya 
pola Kredit Investasi Kedl dan 
Kredit Modal Kerja Pe�pen 
(KJK/KMKP) pada tahun 1973. 
Dalam perkembangannya, pola 
tersebut dllkutl oleh beberapa pola 
kred1t koperasi dan k.redit kecil 
lainnya seperti Kredrt Investasi dan 
Kred1t Modal Kerja (Kl/KMK) s.d 
Rp. 75 jura, Kredit Mini;- Kredit 
Midi, Kupedes, Kredrt Pemilikan 
Rumah (KPR), Kredit Keppres 
l 4A/l 98, Kredit Profesi Guru 
(KPG), Kredit Mahasiswa Indonesia 
(KMJ), dan lain-lain. 

Di samping itu, seJaian �ngan 
kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan koperasi, maka 
perbankan juga membenkan kred1t 
kepada koperasi antara lain Kredit 
Usaha Tani (KUT), Kredit kepada 
KUD (KKUD), dan Kredit Kepada 
Koperasi Primer untuk Anggotai:.ya 
(KKPA). Skim kredit koperasi dan 
kredit tersebut diduki..:ng Kredit 
llkurdrtas Bank Jndone�Ja (KL.Bl) 
dengan persyaratan ya:19 ringan 
seperti suku bunga rendah, bdak 
mutlak dipertukan dar.a sendiri, 
jaminan cukup proyek/usaha yang 
dibiayai, penHaian kred1t lebih di· 
tekankan pada kelayakan usaha. 
Selaln ltu untuk mengu1.angl rlslko, 
!credit diasuransikan k,pacta PT. 
A.skrindo dan Perum »KK untuk 
kredit kepada koperasl. 

Pemberlan k.redlt kc,perasi dan 
kredit kecil ter5ebut trlah mem- 

av J'onuarf zo12 WOWCSGn TRIDHARMA No. 6 Tohun XXIV J'anuari 2012 53 



berikan sumbangan yang berartl 
..._ perl<ombongan ekonoml 
nasJonal. Tidaklah berlebihan jlka 
dltat.akan bahwa program pem­ 
benan kredit tersebut telah mem· 
berikan SUTibangan yang me­ 

.nentukan dalam usaha pencapalan 
swasembada beras pada tahun 
198-4. Selain itu, dari studi dampak 
yang dilak.ukan Bank. Indonesia, 
program kredit tersebut telah 
memberikan dampak positif dalam 
meningkatkan pendapatan peng· 
usaha kecil, memperluas ke­ 
sempatan kerja, dan me­ 
ningkatkan nilal tambah, produksl 
dan investasi. 

Penyedlaan bantuan dana 
bersubsidi tersebut dimungklnkan 
karena, meningkatnya penerimaan 
negara yang rukup besar dari 
mlnyak dan gas bumf (migas). 
Akan tetapl dengan semakin me­ 
nurunnya penerlmaan dari sektor 
migas sejak pertengahan l 980·an, 
maka demi mempertahankan 
ketanjutan pembangunan ekonomi, 
pertumbuhan pendapatan dan 
dengan tetap mempertahankan 
kestabilan mooeter, perfu ditakukan 
penyesuafan strategi dan ke­ 
bijaksanaan pemberian fasilitas 
dalam pengembangan usaha kecil. 
Untuk menjaga dan mem­ 
pertahankan hasil yang telah 
dicapal sebagalmana telah dl· 
sebutkan di atas, Pemerintah telah 
mengambll kebljaksanaan penyem· 
pumaan slstem perll:reditan yang 
dtkenal dengan Paket Ke­ 
bljaksanaan 29 Januari 1990 
(Pakjan 90). Kebijaksanaan 
penyempurnaan sistem perkreditan 
ini bertujuan untuk memantapkan 
tungsl perbankan dan lembaga 
keuangan sebagai pengelola dan 
pelaksana sistem perkreditan 
nasional. Sejalan dengan inl, 
peranan Bank Indonesia dl· 
dudukkan secara leblh tepat 
sebagal lender of last resort dan 
bukan sebagai lende of first resort 
sepertl -dalam mekanisme KLBI 
yang selama inl bertaku. Peranan 
Bank Indonesia dimantapkan 

sebogaJ pemeJJhara keselmbangan 
moneter, sekaHgus sebagar pem­ 
blna dan pengawas perbankan 
agar bank-bank di Indonesia dapat 
berkembang makln sehat. Sistem 
perkreditan nasional leblh di­ 
sehatkan, sehlngga dapat lebih 
meningkatlcan efisiensi dalam 
alokasl dana masyarakat ke arah 
kegiatan produktif untuk men- 
dukung pencapaian sesaren- 
sasaran pembangunan, dan 
sek.aligus menlngkatkan penge· 
rahan dana masyarakat, serta 
mengurangl ketergantungan pada 
KLBJ. Program kredrt bagl usaha 
kecil disempumakan agar pelak­ 
sanaannya Jebih mantap clan makin 
terarah, serta didukung dan 
dUakukan secara lebih luas oteh 
semua pihak. 

Untuk mencapai tujuan 
tersebut, maka arah kebljakan per· 
kreditan adalah mengurangi secara 
bertahap peranan KLBI dalam 
pemberian kredit perbankan untuk 
berbagai program dan keglatan, 
dan untuk selanjutnya me· 
nlngkatkan peranan perbankan 
datam penyediaan dana dan 
pemberian kredit untuk berbagai 
kepertuan tersebut. KLBI dalam 
jumlah yang terbatas hanya 
diberikan untuk mendukung upaya 
pelestarian swasembada pangan, 
pengembangan koperasi, serta 
peningkatan lnvestasi untuk sektor 
tertentu. Menyederhanakan 
struktur suku bunga, sehingga 
dapat terbentuk suku bunga pasar 
dengan tingkat yang wajar, dengan 
mengupayakan penurunan suku 
bunga sehlngga dapat mencapai 
tingkat yang wajar antara lain 
metalui pengendalian lnftasl dan 
kurs mata uang rupiah terhadap 
valuta asing, melalui kebrjakan 
moneter yang menggunakan alat· 
alat kebljakan tidak Jangsung 
sesual dengan alam deregulasf. 
Semua bank diwajibkan untuk 
menyediakan kredit kepada usaha 
kedl minimum 20% dari jumlah 
pem�an kredit setiap bank, 
dlmana !cr!dlt" tersebut merupabn 

K<edlt Usaha l(ecJJ (KUK). 
Sejak. adanya kebljakan 

tersebut, pola kredJt yang didukung 
oleh KLBI hanya terbatas bagi 
Ktedit kepada Koperasl yaihJ KUT, 
KKUD, dan KKPA; Kredit kepada 
Butog untuk Pengadaan Pangan 
Nasional; dan Kredit Investasi 
untuk sektor tertentu. Kredit 
investasi tersebut diberikan untuk 
semua sektor yang diberlkan oleh 
lembaga keuangan yang bergerak 
di bldang pembangunan; dan 
sektor perkebunan sepertl PIR· 
Trans, PIR, PSN dan PRPTE yang 
dlberikan oleh bank·bank umum 
dan pembangunan; serta KPR yang 
diberikan oleh lembaga keuangan 
yang ditugasi untuk ltu. Kred1t 
investasi lnl akan dikurangi secara 
bertahap, dan diakhiri pada bulan 
Maret 1994 untuk Kawasan Barat 
Indonesia dan bulan Maret 1995 
untuk Kawasan Timur Indonesia. 
Untuk skim kredit di luar skim·skim 
kredit tersebut di atas, dibiayai 
dana masyarakat yang dihimpun 
perbankan. 

Dengan penyempumaan 
sistem perkreditan tersebut d1 atas. 
maka bidang keuangan nas,ooal 
melangkah leblh maju lagi. Bank­ 
bank makin berkembang sebaga1 
pengelola dan pelaksana utama 
darl per11:red1tan nasional, dan KLBl 
diupayakan untuk diturunkan 
secara berangsur-angsur sehmgga 
akhimya perbankan dapat mem· 
biayal pemberlan kred1mya dengan 
dana yang dihimpun dari masya· 
rakat Di samplng itu, program KUK 
yang mendapatkan dukungan dan 
partisipasi menyeluruh dari semua 
bank dapat makin menlngkatk.an 
dan memperbesar kemampuan 
serta peranan usaha kecil dan 
koperasi da!am pembangunan 
nasional, yang pada gilirannya 
akan membantu tercapainya 
sasaran pemerataan, kesempatan 
berusaha, dan penc.lptaan 
lapangan kerja. 

Selain itu, untuk lebih men­ 
dcrong pemberian kreclit per· 
bankan tem1asuk KUK. telah 

I 
I 

dlkeluarkan Pak I 
Mel 1993 (Pakm I menyempumaka1 
yang menyangku I 
Rp. 200 juta me, I DI samplng ltu, 
antar bank dalar I yano terdlrt dart 
langsung dari bi! I BPR, pola p 
r�nneling), i I 
bersama (joint Fil 
piutang rtactonn I 
dengan diperll:en I sama mela1ui � 
pada ltu, untl I pemberian KUK c 
Bank Umum da1 J 

prestasinya da� 
KUK dan meml I 
BPR. Hal ini mer I BPR berlokasi < 
lebih mengenal i 
wllayahnya, sehl 
akan mampu mt 
nya dan merr 
bangan dunla 
terutama usaha k 

Kebijaksanaai 
serangkaian kebi} 
telah memberika 
terhadap penyal 
masuk pemberia 
koperasi yaitu da. 
pada akhir Dese 
ningkat menjadi 
trillun, atau nalk 
20% per tat 
kenaikan total kn 
pada periode yan 
18,5% per 1 
demiklan kenaikl 
mas[h leb[h baik c 
total kredit. KE 
nunjukkan adan, 
perbankan dalam 
kecil. 

Berdasarll:an 
Indonesia Tahun l 
plaron kredltnya, 
KUK dinikmati I 
plafon kredit s.d. 
sekltar 25,3% 
dinlkmatl nasabat 
tredit dl atas Rp. 
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(KUK). 
TYa kebljalam 
lit yang didukung 
I terbataS bagi 
,erasi yaitu KUT, 
; Kredit kepada 

1gadaan Pangan 
(red1t Investasi 
ertenru. Kredit 
diberikan untuk 

g cibenkan o!eh 
, yang bergerak 
bangunan; dan 
tn seperti PIR­ 
:1an PRPTE yang 
ink-bank umum 
; serta KPR yang 
nbaga keuangan 
1tuk itu. Krecrt 
dikurang1 secara 
khiri pada bulan 
. Kawasan Barat 
uen Maret 1995 
"imur Indonesia. 
di luar skim-skim 
Ii atas, dibaya1 

yang dihimpun 

penyempumaan 
tersebut d1 atas. 

Jangan nascnat 
naju lagi. Bank­ 
embang sebagai 
elaksana utama 
ssronel, dan KLBI 
uk diturunkan 
angsur sehingga 
en dapat mem­ 
uedimya dengan 
Jun oan masya­ 
itu, program KUK 
n dukungan dan 
uruh dari semua 
n meningkatkan 
ar kemampuan 
saha kecil dan 

pembangunan 
pada gihrannya 
u tercapainya 
en, kesempatan 
1 penclptaan 

,tuk lebih men- 
1n kredit per­ 
k KUK, telah 

• 

dikeluarkan Paket Kebijaksanaan 
Mei 1993 (Pakmel 93), antara lain 
menyempumakan ketentuan KUK 
yang menyangkut plafon kredlt dar1 
Rp. 200 juta menjadi Rp. 250 juta. 
Di samplng ltu, pola kerjasama 
antar bank dalam penya1uran KUK 
yang terdlri darl pemberian kredit 
\angsung dari bank umum kepada 
BPR, pola penerusan kredit 
(channeling), poia pemblayaan 
bersama {joint finandng) dan anjak 
plutang (factoring) telah diperluas 
dengan diperkenalkan pola kelja· 
sama melalul SBPU-KUK. Dalam 
pada itu, untuk mengarahkan 
pemberian KUK di pedesaan, maka 
Bank Umum dapat menlngkatkan 
prestasinya dalam menyalurkan 
KUK dan membantu pendanaan 
BPR. Hal ini menglngat, umumnya 
BPR berlokasi di pedesaan dan 
leb1h mengenal para pengusaha di 
wilayahnya, sehingga diharapkan 
akan mampu memperluas usaha­ 
nya dan membantu pengem· 
bangan dunia usaha setempat, 
terutama usaha keol. 

Kebijaksanaan Pakjan 90 dan 
serangkaian kebijaksanaan lanjutan 
telah memberikan dampak positif 
terhadap penyaluran KUK, ter­ 
masuk pemberian krent kepada 
koperasr yaitu dari Rp. 14,0 triliun 
pada ak.hir Desember 1989, me­ 
rnngkat menjadi sebesar Rp. 36,6 
triliun, atau naik dengan rata-rate 
20% per tahun, sedangkan 
kenaikan total kredit dalam rupiah 
pada periode yang sama rata·rata 
18,5% per tahun. Oengan 
dermkran kenaikan KUK tersebut 
masih lebih baik daripada kenaikan 
total kredit. Keadaan lni me­ 
nunjukkan adanya kesungguhan 
perbankan dalam membina usaha 
keci!. 

Berdasarkan data Bank 
Indonesia Tahun 1995, penyebaran 
plafon kreditnya, 44,9% dari total 
KUK dinikmati nasabah dengan 
plafon kredit s.d. Rp. 25 juta, dan 
sekltar 25,3% clari total KUK 
dmikmati nasabah dengan ptafon 
kred1t di atas Rp. 25 juta s.d. Rp. 

100 juta. �angkan sisanya, 
sebesar 29,8% d!minati o!eh 
nasabah dengan plafon kredit di 
atas Rp, 100 juta s.d. Rp. 250 juta. 
Secara keseluruhan, rata·rata KUK 
relatif kedl ya!tu Rp. 6,2 juta per 
rekening. Dengan demiklan, 
sebag!an besar dari KUK masih 
dlnikmati oleh usaha kecil yang 
plafon kredltnya relatif kecU. 

Sedangkan berdasark.an sektof 
ekonominya, sebagian besar 
(35,7%) dari total KUK atau Rp. 
13,0 triliun (17,3%), perindustrian 
sebesar 3,2 trillun (8,9%), 
pertanian sebesar Rp. 2,5 trihun 
(6,8%) dan sektor lam·lain Rp. 
11,6 trlliun (31,3%). Mengingat 
priontas Pelita VI antara lain 
adalah pembangunan sektof·sektor 
di bldang ekonomi dengan ke­ 
terkaltan antara industri dan 
pertanian maka pemberlan KUK 
untuk pengembangan kedua sektor 
tersebut masih perlu ditingkatkan 
khususnya dalam pola keterkaitan 
antara pertanian dan perindustrian 
(agro industri). 

Berdasarkan penyebaran 
daerah, terlihat bahwa pengsa KUK 
di perkotaan mengalaml penurunan 
sebesar 18,1% yaitu dari 78,2% 
menjadi 60, 1 %, a tau sebesar Rp. 
22,0 triliun ada di perkotaan. 
Oengan demikian pangsa KUK di 
pedesaan mengalami kenaikan dart 
21,8% menjadi 39,9% at.au 
sebesar Rp 14,6% triliun ada di 
pedesaan. Namun d1tihat dari 
jumlah rekeningnya, sebesar 3,8 
juta rekenlng ada di pedesaan, 
sedangkan di perkotaan hanya 2, 1 
juta rekenlng. Dengan demiklan, 
menunjukkan bahwa telah terjadi 
peningkatan arah pemberian KUK 
ke area pedesaan clan diharapkan 
untuk lebih ditingkatkan di masa 
mendatang. 

Selama kurun waktu 4 tahun 
(1990·1995), berdasarkan penye­ 
baran dl Jawa dan di luar Jawa 
dapat dilihat bahwa 67,1% darl 
total KUK atau Rp. 24,5 tr!Uun 
maslh ada di Jawa. Sedangkan 
slsanya sebesar Rp. 21,1 triliun ada 

di luar Jawa. Untuk ltO"' arah 
pemberian KUK perlu dilakukan ke 
luar Jawa khususnva Kawasan 
Timur Indonesia yang banyak 
mempunyai potensi untuk d1· 
kembangkan lebih lanjut. 

3.1.Permasalahan 
Pelaksanaan KUK 

Mellhat keragaman tersebut di atas 
dapat disimpulkan bahwa ke· 
bijaksanaan perkreditan (Pakjan 
90) telah berhasil deng.3n baik, 
karena kebijakan tersebut--mem· 
punyai dampak positif yaitu KUK 
telah berkembang cukup pesat 
selama 4 tahun terakhir. Namun 
demik.ian dtsadan bahwa saat ini 
mas1h ada keluhan dari sebagian 
masyarakat {usaha kecil) mengenai 
sulitnya memperoleh KU!{� atau 
ak.ses kepada bank. Ha! irn 
menunjukkan bahwa KUK belum 
dapat dimanfaatkan secara optimal 
oleh masyarakat, yang disebabkan 
oleh beberapa kendala yang 
dihadapi balk dan pihak pengusaba 
kecil maupun pihak bank. 

Dari sisi permintaan, umumnya 
kendala nasabah usaha kecil untuk 
memperoleh KUK adalah belum 
mampu mungungkapkan kelayakan 
usahanya, aclanya keterbatasan 
pada aspek pemasaran, - teknis 
produksi, manajemen dan 
organisasi, serta belum mampu 
memenuhl persyaratan bank 
teknis, antara Iain jamman dan 
perizinan. 

Secara sektoral kendala. yang 
dihadapi usaha kedl adalah sbb: 
a. DI sektor pertanian, antara lain 
lemahnya kemampuan pengelolaan 
sumber daya lahan, lemahnya 
lembaga dan organisasl di daerah 
pedesaan, kurangnya infrastn.lkrvr 
terutama transportasi oan 
komunikasl, kurangnya dukungan 
dari lembaga keuangan formal dan 
keterbatasan penguasaan 
teknolog1. 
b. Di sektor pefindusbi,n, ......, 
lain mesln dan � � 
memadal, mutu w.r � 
Jcurang sesuar. mang ,. ' 4i 

XIV Januo,"1 2012 WCW<JSQll l1UC,HARMA No. 6 Tohun XXIV Jonuori 2012 



terhadap la-edJt dan jasa per­ 
bankan. Penlngkatan kemampuan 
fni menyangkut kerangka peng­ 
aturan, teknts perbankan, ke­ 
fembagaan, maupun pendanaan. Di 
plhak lain, usaha untuk me­ 
nanggulangi kelemahan-kelemahan 
para pengusaha kec.11 di bldang 
tek:nls dan kewlrausahaan pada 
dasamya merupakan tugas ber­ 
sama yang menyangkut berbagal 
instansl dan lembaga. 

Oleh karena ttu, mobilisasi 
daya dan dana yang lebih 
makslmal serta koordinasl yang 
lebih terpadu, sangat diperlukan 
diantara berbagai instansi dan 
fembaga tersebut. Bank Indonesia 
melalul Proyek Pengembangan 
Usaha Kecil (PPUK) clan Pengem­ 
bangan Hubungan Bank dengan 
Kelompok Swadaya Masyarakat 
(PHBK), di samping berusaha me­ 
mecahkan masa!ah kelembagaan 
dan pendanaan, Juga berusaha 
menlngkatkan komitmen dan 
kemampuan perbankan dalam 
mengidentifikasikan sektor usaha 
serta pengusaha kecil yang 
potensial, memberikan bimbingan 
teknis dan mengembangkan cara 
dan sistem pelayanan yang dapat 
mengatas, hambatan yang di· 
timbulkan oleh tingglnya nsiko dan 
btaya transaksl. Secara lebih rind, 
strateg1 dan kebijaksanaan yang 
telah dan akan dilakukan oleh Bank 
Indonesia untuk lebih mendofong 
peningkatan dan pengembangan 
kredit kecil dan koperasi di masa 
mendatang dapat dikemukakan 
berikut lnl. 

Pengembangan kelembagaan 
Mendorong dan membantu me· 
ningkatkan kemampuan perbankan 
untuk memperluas akses para 
pengusaha kedl terhadap kredit 
dan jasa perbankan. Penlngkatan 
kemampuan in! menyangkut antara 
lain usaha untuk memperluas 
jarlngan dan menlng' katkan ke· 
mampuan bank dalam melayanf 
usaha kecll antara lain clengan 
leblh memanfaatkan BPR dan 
Lembaga Dana Kredit Pedesaan 

(LDKP) yang mempunyal jaringan 
kantor relatif tersebar di wllayah 
pebsok pedesaan; memprtoritas­ 
kan pembukaan kantor bank umum 
dl luar Dati I dan Datl II; dan 
memberikan pelatlhan teknls 
operask>nal bank kepada petugas 
BPR/LDKP melalul berbaga! 
program pelatihan. 

Pengembangan kredit program 
Kredit program yang ada pada saat 
ini, baik yang masih didukung 
dengan KLBI, terutama Kredit 
Usaha Tani (KUT), Kredit kepada 
KUD (KKUD), dan Ktedlt Koperasi 
Primer untuk Anggotanya (KKPA), 
maupun yang merupakon program 
Two-Steps-Loan (TSL), akan Iebih 
ditingkatkan dan diperluas peng­ 
gunaannya, antara lain metalui 
penyempumaan pola·pola kredit 
tersebut. 
a. Kredit Usaha Tam (KUT) 
Tujuan pemberian KUT adatah 
membantu petani yang belum 
mampu membiayai send1ri usaha 
taninya, sehingga dapat me­ 
nJngkatkan produksi dan pen· 
dapatannya, dan membantu KUO 
agar dapat mengembangkan 
usahanya, sehingga dapat ber·. 
peran sebagai satu kekuatan 
ekonomi yang mantap di pedesaan. 
Pola KUT diperluas sehingga dapat 
digunakan untuk memb!ayai 
komoditas hortikultura, yang terdiri 
darl pisang, nenas, pepaya, 
marklsa, jeruk, salak, cabai merah, 
bawang merah, kentang dan Jahe. 
Olversltikasi komoditas tersebut 
merupakan altematif bagi petani 
yang lahannya retatif kecil yang 
mengakibatkan petanl tersebut 
sulit untuk melakukan budidaya 
tanaman pangan. Dalam kaitan lni, 
peranan koperasi yang lebih besar 
sangat diperlukan dalam aspek 
pemasaran holtikultura tersebut. 
Untuk mempercepat akselerasl 
mala dibuat KUT Pola Khusus 
adalah Pertama, pencalran KUT 
Pola Khusus, dengan ketentuan 
yang berbeda dengan pola umum 
yaltu dUakukan dalam bentuk tuna] 
�3llgus untuk kebutuhan 

lntenSifikas1 pa 
hortikultura SE 
Sedangkan padi! 
berjalan, pen) 
dllakukan Oleh 
setlap mustm 
peranan kelomp 
dltingkatkan da 
kebersamaan di! 
renteng sebaga 
Kelompok tanl 
untuk menu 
budaya menabl 
kelompok tam 
terbentuknya 
yang dapat d� 
tani dan peni 
dengan kredlt, k 
kredit karer.a tid 
akan diatasl. 
penyalurannya 
Prosedur penga 
kredlt dari peta 
memperoleh Kl 
diperlukan dUi 
d1sederhanakan , 
tahap. Ketiga 
meliputi; petani 
nya mengajuka 
KUO, kemudian I 
mengkoordlnlr 
kepada bank 
selanjutnya ban 
memberikan KU' 
kelompok. tani y 
Dan Keemoat. 
komponen strukt 
bunga yang sen 
met!puti bunga k 
d1ubah menjad 
imba!an dan tabl 
Walaupun telah 
Pola Khusus, 
berjalan selami 
Umum) tetap 
beberapa penye 
bahwa kelompo 
mempunya1 tab 
dan disimpan di 
berlaku untuk Po 
kedua progran 
diharapkan da 
ningkatkan dan 
berian kredit L 

Wawasan 1llit)H,' 

3.2.Upaya Mengoptimalkan 
KUK 
Kebijakan Bank Indonesia 

dalam rangka mengoptlmalkan 
pengembangan usaha kedl dan 
koperasi terutama ditujukan untuk 
mendorong dan membantu me­ 
nlngkatkan kemampuan per­ 
bankan dalam rangka memperluas 
akses para pengusaha kec:11 

teknok:,gi, kelemahan dalam reke­ 
yasa, organiSasi, pengenda!lan 
produksl dan kelemahan dalam 
bldaog akuntansl dan pengadaan 
blaya. 
c. DL.sektor perdagangan dan 
jasa, umumnya belum efisien, 
masih kurang penguasaan 
teknologi dan tenaga kerja yangg 
berketrampitan rendah: 

Dari slsi perbankan, beberapa 
kenda!a dalam penyaruran KUK 
adalah tingglnya biaya transaksi, 
sulitnya memperoleh usaha kecil 
yang layak, tingginya risiko dan 
terbatasnya jaringan kantor cabang 
bank. Dalam hal biaya transaksi 
pinjaman, terdapat 2 ciri khusus 
yang ...cukup penting dan ter­ 
pengaruh terhadap ekonoml 
lembaga keuangan dan perllaku 
pinjaman. Pertama. adalah biaya 
yang tercermrn dalam R/l yang 
tergantung kepada jumJah 
peminjam, sedangkan pendapatan 
secara - tersendiri tergantung 
kepada besamya volume kredit. 
� beberapa literatur meng­ 
asumsikan bahwa biaya transaksl 
dalam hal waktu kerja staf dan 
pekerjaan administrast adalah 
sa!llq. untuk jumJah ni1a1 kredit 
yang berbeda·beda. Sebaliknya 
pendapatan bunga yang diterima 
bergantung kepada besamya 
jumlah pinjaman. Sehingga 
lembaga keuangan/bank 
cenderung memberikan kredit 
skala besar untuk menurunkan 
biaya per unit (reloUve tronsactJon 
costs) untuk meningkatkan ke­ 
untungan. Oengan demiklan maka 
biaya transaksi untuk kredit skala 
kecil menjadl releuf tinggi. 



npunyal jartngan 
;ebar di wllayah 
l; memprioritas­ 
,ntor bank umum 
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:erutama Ktedit 
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I Kredit Koperasi 
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upeken program 
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ra lain melalui 
pola-pola kredit 

ni (KUT) 
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11 yang belum 
�i sendnt usaha 
a dapat me­ 
Jksi dan pen­ 
membantu KUO 
,iengembangkan 
ga dapat ber­ 
satu kekuatan 
tap di pedesaan. 
; sehlngga dapat 
Jk membiayai 
tura, yang terd1ri 
enas, ceseva. 
ak, cabai merah, 
:ntang dan jahe. 
oditas tersebut 
attf bagl petani 
:latlf keel! yang 
>etant tersebut 
kukan budidaya 
Oa!am kaitan ini, 
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tura tersebut. 
epet akselerasi 
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pencalran KUT 
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.nter\Sifikasl padt, palawija dan 
hortikultura selama 1 tahun. 
Sedangkan pada KUT yang saat ini 
befja1an, penyaluran kredltnya 
dilakukan oleh bank kepada KUO 
setiap muslm tanam. � 
peranan kelompok tanl akan lebih 
ditlngkatkan dari seg! organisasi, 
kebersamaan dan tanggung jawab 
renteng sebagal penerima kredit 
Kelompok tan! dengan tuJuan 
untuk menumbuh-kembangkan 
budaya menabung para anggota 
kelompok tanl dan mendorong 
terbentuknya akumulasl modal 
yang dapat digunakan kelompok 
tani dan pengkaitan tabungan 
dengan kredlt, kesulitan pemberian 
kredit karena tidak adanya agunan 
akan diatasi. � prosedur 
penyalurannya disederhanakan. 
Prosedur pengajuan permohonan 
kredit darJ petanf sampai dengan 
memperoleh KUT yang semula 
diperlukan dua belas tahap, 
disederhanakan menjadi cukup tiga 
tahap. Ketiga tahap tersebut 
mehputi; petani melalui kelompok· 
nya mengajukan kredit kepada 
KUO, kemudian KUO secere kolektif 
mengkoordinir pengajuan kredit 
kepada bank setempat, dan 
setanjutnya bank tersebut dapat 
memoenkan KUT langsung kepada 
kelompok tent yang bersangkutan. 
Dan Keempat, penyempurnaan 
komponen struktur bunga. Struktur 
bunga yang semula komponennya 
meliputi bunga kredit dan imbalan, 
duibah menjadi bunga krecht, 
imbatan dan tabungan kelompok. 
Walaupun telah diberlakukan KUT 
Pola Khusus, pola KUT yang 
berjalan selama ini (KITT Pola 
Umum) tetap berlaku dengan 
beberapa penyesuaian, antara lain 
bahwa kelompok tani diwajibkan 
mempunyai tabungan, kelompok 
dan disimpan di bank, seperti juga 
berlaku untuk Pola Khusus. Adanya 
kedua program KlfT tersebut 
diharapkan dapat lebih me­ 
rnngkatkan dan memperluas pem­ 
benan kredit untuk mendukung 

pelestarian swasembada pangan 
dan pengembantJan koperasi. 
b. Kredit Kepada KUD (KKUD) 
Tujuan pembertan kred1t kepada 
KUD adalah untuk membantu 
permodalan KUO di dalam 
melaksanakan program peme- 
rintah, guna menampung hasll 
produksi petanl agar tingkat harga 
yang wajar yang dibayarkan 
kepada petani cukup terjamrn. 
Untuk membantu kelancaran 
pemasaran komoditas·komoditas 
yang d1biayai dengan KUT, maka 
skim KKUD juga diperluas sehlngga 
dapat dlgunakan untuk membiayai 
pengadaan komodltas holt1kultura, 
yang dilaksanakan secara selektif 
komoditas dan daerahnya dalam 
rangka menjamin pemasarannya. 
c. Kredlt Kepada Koperasi Primer 
unluk Anggotanya (KKPA) 
Tujuan pembenan KKPA adafah 
untuk menyediakan fasilitas 
permodalan anggota koperasi guna 
menunjang peningkatan usaha dan 
pendapatan mereka, sekaligus 
untuk mengembangkan kegiatan 
koperasi. 

P!afon kredit kepada masing­ 
masing anggota koperasi yang 
semula sebesar Rp. 30 juta 
ditingkatkan menjadi Rp. SO juta. 
Dapat ditambahkan pula bahwa 
KKPA Jni dapat dlgunakan untuk 
membiayal program Tebu Rakyat 
lntensifikasi (TRI). Kredit diberlkan 
oleh semua bank umum yang 
sekurang-kurangnya cukup sehat. 
Pemberian KKPA ini akan di· 
utamakan untuk mendorong pola 
kemitraan antara pada pengusaha 
kecil dengan pengusaha besar dan 
sekaligus mendorong per­ 
kembangan koperasi dan trans­ 
migrasi. 
d. Two-Step-Loan (TSL) 
Sedangkan dalam rangka 
mengatasl kelangkaan dana jangka 
panjang di dalam negeri untuk 
pembiayaan lnvestasi, pinjaman 
luar negeri (TSL) akan terus 
ditingkatlcan dari negara donor 
atau lembaga keuangan 
intemaslonal, antara lain Bank 

Dunla, Overseas -Economic 
Cooperation Fund/Asean Japan 
Development Fund (OECF/AJDF), 
Exim Bank of Japan, dan Asian 
Development Bank (ADB). 

IV. Kebljakan Pasca KLSI 
Setelah reformasi dj selctor 

moneter tahun 1998, maka peran 
KLBI d1tiadakan dari Bank 
Indonesia sehingga saat inl yang 
metaksanakan skim-skim tersebut 
di atas adalah Perbankan, baik BPR 
maupun Bank Umum. Sedangkan 
Bank Indonesia berperan secara 
tidak langsung dalam meng­ 
gerakkan 5ektor ri1I antara lain 
dengan memberikan Bantuan 
Teknis (PBI No. 8 Tahun 1997), 
bagl pelaku Perbankan yang 
memerlukan bantuarf 15aik. 
keterampilan teknis untuk kredit 
KUMKM ataupun penyechaan 
Informas1-lnformasi yang 
diperlukan. tentang KUMKM. 

Seinng dengan perkembangan 
dalam program-program pem­ 
berdayaan KUMKM, yang saat mi 
telah mempunya1 dasar hokum 
yaitu Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2008 tentang KUMKM, maka 
skim kredit yang d1!uncurkan oleh 
Lembaga Keuangan ba1k Bank 
maupun non Bank. saat - mi 
mengacu pada UU tersebut. 

v. Penutup 
1. Pengembangan l<U"'1KM, me­ 
rupakan program nasional yang 
memiliki peranan yang strateg!s 
karena merupakan bag,an integral 
dari upaya pemerataan hasU-has1I 
pembangunan. Da1am rangka 
membantu meningkati<an ke­ 
mampuan pengusaha k.ecil perlu 
dibenkan bantuan keuangan 
maupun bantuan tekrns. 01 b1dang 
keuangan, perbankan pada dasar· 
nya telah memberikan perhatian 
yang cukup besar dengan menye­ 
diakan berbagai fasih:as kredft 
kecil. 
2. Namun disadari _ bahwa 
pemanfaatan fasihtas r�-ecttt per­ 
bankan belum dapat dilakukan 
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secani optimal oleh sektor usaha 
tersebut,. karena berbagal kendala 
yang dlhadapi balk oleh sektor 
perbankan maupun pelaku usaha. 
Untuk itu, masih perlu di· 
kembangkan l4)aya untuk me­ 
ningkatkan akses KUMKM kepada 
kredit perbankan dengan cera 
melakukan penyempurnaan ke· 
bljaksanaan Kredit KUMKM untuk 
memberikan iklim yang kondusif, 
perlu dikembangk.an sistem ke· 
lembagaan perbankan yang sehat 
agar dapat meningkatkan 
pefayanannya kepada KUMKM, dan 
perlu pengembangan berbagai 
program dan proyek untuk mem· 
perluas pembiayaan ke sektor 
usaha yang strategis dan ber· 
dampak luas. Dengan upaya·upaya 
tersebut, diharapkan akan dapat 
menfngkatkan kredit usaha kecll 
secara optimal, baik dari segi 
kuantitas maupun kua!itas. 
3. Upaya pengembangan KUMKM 
bukanlah semata·mata tanggung 
jaw'ab dunia perbankan, metainkan 

Juga merupakan tugas dan 
komltmen dart semua plhak, hal ini 
karena permodalan adalah hanya 
salah satu asDek, di samplng masUl 
ada aspek-aspek lain yang /eblh 
pentlng sepertl pemasaran, 
teknologl dan manajemen yang 
harus dltlngkatkan. 
'4. Untuk membina dan me­ 
ningkatkan kemampuan KUMKM, 
pertu terus dllakukan dan di· 
kembangkan kerjasama dan 
koordinasf secere terpadu antara 
perbankan deogan lnstansi terkait 
terutama dalam hal pembefian 
bantuan teknis untuk dapat me· 
ningkatkan kelayakan usaha 
KUMKM. 
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Abstrak 
Pertanian 
meningkat 
tanaman. 
penggunaa 
serta men 
genetika, 
menjaga l 
menyataka 
tahun telal 
terhadap � 
pertanian 
dengan m 
biologis yE 

Pendahuluan 
1. Latar Belak 

Sejalan d 
meningkatnya k1 
akan kerusakan 
munculnya bt 
penyakit yang 
penggunaan bal 
berleblhan 
menyebabkan 
alternatif pert 
menjodl piHhan b 
Pertanlan organll 
satu altemattf sel 
bertani seam 
mengembalikan 
dalom suatu are 
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